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PEDOMAN TRANSLITERASI
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil
Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan
Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987.
Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang
belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke
dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah
sebagai berikut.
A. Konsonan
Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan
dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan
| alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
<@ ba B Be
< Ta T Te
< Sa $ es (dengan titik di atas)
z jim J Je
d ha h ha (dengan titik di bawah)
d kha Kh ka dan ha
3 dal D De
3 zal z zet (dengan titik di atas)
J Ra R Er




J zai Zet

o sin S Es

o syin Sy es dan ye
ol sad $ es (dengan titik di bawah)
ua dad d de (dengan titik di bawah)
] Ta t te (dengan titik di bawah)
5 za z zet (dengan titik di bawah)
i ‘ain ’ Koma terbalik (di atas)
£ gain G Ge

o Fa F Ef

3 qaf Q Qi

d kaf K Ka

J lam L El

a mim M Em

o nun N En

K} wau W We

° ha H Ha

& hamzah X Apostrof

¢ ya Y Ye

B. Vokal

Vokal tunggal

Vokal rangkap

Vokal panjang

i=3

G
I
2

¢ =1

sl =au

=1

C. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

Aaa 31 sa ditulis mar atun jamilah

Vi




Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/
Contoh :

PONCRE ditulis fattimah

D. Syaddad (tasydid, geminasi)
Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang

diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:
Wy ditulis rabbana
o ditulis al-birr

E. Kata sandang (artikel)
Kata sandang yang diikutioleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

gAYl ditulis asy-syamsu
da ditulis ar-rojulu

3 udd) ditulis as-sayyidah

Kata sandang yang diikutioleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitubunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti

dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
Al ditulis al-gamar
& ditulis al-badi’
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Jd 3 ditulis al-jalal

. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi,
jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu

ditransliterasikan dengan apostrof / /.

Contoh:
Cipa ditulis umirtu
£ o ditulis syai’un
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ABSTRAK

Mengangkat anak adalah memindahkan anak atas kekuasaan orang tua
kandung kepada seseorang yang mengangkat anak guna tanggung jawab untuk
merawat, mendidik serta membesarkan anak angkat dengan suatu penetapan
pengadilan. Fenomena di tengah masyarakat muslim di Desa Kaligawe masih
banyak yang melakukan pelanggaran hukum terkait pengangkatan anak, baik
prosedur pengangkatannya dan kurang diperhatikannya masalah nasab anak angkat.
Nasab dari anak adopsi harusnya tetap orang tua kandung, namun banyak orang tua
kandung dihapus hubungannya dengan anak angkat dalam dokumen negara.
Khususnya dalam akta kelahiran ditemukan 6 (enam) kasus pasangan mengangkat
anak diluar pengadilan dan pada akta kelahiran anak angkat tertulis orang tua angkat
sebagai orang tua kandung. Tujuan penelitian adalah untuk menemukan faktor-
faktor yang melatarbelakangi masyarakat muslim Kaligawe melakukan
pengangkatan anak di luar pengadilan serta untuk menganalisis dan
mengidentifikasi akibat hukum dari pengangkatan anak di luar pengadilan yang
dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Kaligawe. Jenis penelitian ini adalah
yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Penelitian ini menggunakan sumber
data primer yang berasal dari para informan, yaitu pasangan pelaku pengangkatan
anak di luar pengadilan, serta perangkat desa/kepala desa dan masyarakat sekitar di
Desa Kaligawe. Sumber sekundernya berupa Alquran, buku, skripsi, undang-
undang adopsi, internet, jurnal dan teori sosiologi hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, latar belakang masyarakat
muslim Desa Kaligawe melakukan pengangkatan anak di luar pengadilan adalah
karena faktor-faktor sistem hukum yang belum berjalan dengan baik, yaitu faktor
penegakan hukum oleh aparat dari pemerintahan desa dan dinas terkait yang masih
lemah, faktor substansi hukum yang berkembang di masyarakat dan faktor budaya
hukum masyarakat yang masih lemah. kedua, akibat hukum dari pengangkatan
anak di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Kaligawe,
jika pengadministrasian akta kelahiran itu seterusnya dipandang sebagai dokumen
formal substasial bukan sekedar administratif, maka yang ditimbulkan adalah (1)
kepada anak angkat yaitu tidak mengetahui asal usul dirinya, kedudukan anak
angkat secara administratif menjadi anak kandung dari orang tua angkat, anak
angkat berpotensi menjadi ahli waris orang tua angkat, anak angkat dikhawatirkan
setelah dewasa diperlakukan sebagai mahram orang tua angkat dan terputusnya
hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung, (2) kepada orang
tua kandung yaitu mengakibatkan kekuasaan orang tua kandung terhadap anaknya
menjadi hilang dan orang tua kandung berpotensi tidak lagi memiliki hak
pernasaban, perwalian serta kewarisan, (3) kepada orang tua angkat yaitu orang tua
angkat tidak memiliki legalitas pengangkatan anak dan orang tua angkat memiliki
hak pernasaban, perwalian dan kewarisan.

Kata Kunci: Ketidakpatuhan, Pengangkatan anak, Pengadilan.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Mengangkat anak/adopsi merupakan perbuatan hukum. Mengangkat
anak adalah memindahkan anak dari kekuasaan orang tua kandung atau wali
sah kepada seseorang yang mengangkat anak guna tanggung jawab untuk
merawat, mendidik serta membesarkan anak angkat dengan suatu penetapan
pengadilan.! Dalam hukum Islam, pengangkatan anak diperbolehkan, tetapi
harus berdasarkan penetapan pengadilan dan anak yang diadopsi tidak boleh
dinasabkan terhadap selain bapak/ibu kandungnya, sebab adopsi anak itu tidak
menjadikan perubahan nasab. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)
pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan penetapan pengadilan dan tidak
memutus hubungan darah/nasab anak dari bapak dan ibu kandungnya. Namun
praktik di tengah masyarakat banyak pengangkatan anak tanpa prosedur ke
pengadilan serta memberi status seorang anak adopsi tersebut sebagai anak
kandung. Padahal pengangkatan anak di luar pengadilan tidak diperbolehkan
dalam hukum positif dan menghubungkan nasab terhadap selain orang tua
kandung juga tidak diperbolehkan baik hukum Islam maupun hukum Positif.

Fenomena pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dan orang tua
angkat ditulis sebagai orang tua kandung dalam akta kelahiran marak terjadi

pada masyarakat muslim di Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap

1Zulfan Efendi Hasibuan, “Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam”, Jurnal Hukum
Ekonomi 5, No. 1, (2019): 95 - 96, http://jurnal.iain-
padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia/article/view/1729.



Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan penelitian di Desa Kaligawe, ditemukan
6 (enam) kasus pasangan yang mengangkat anak diluar pengadilan dan
pencatatan akta kelahiran anak angkat mereka dicantumkan nama orang tua
angkat sebagai orang tua kandung. Adapun 6 (enam) pasangan suami istri yang
mengangkat anak di luar pengadilan dan mencantumkan nama orang tua angkat
sebagai orang tua kandung dalam akta kelahiran, yaitu:

Pertama, pasangan suami istri AG dan M yang mengangkat satu anak
perempuan yang bernama WPH. Beliau mengangkat anak dikarenakan setelah
lama menikah belum kunjung mendapatkan anak, akhirnya mereka
memutuskan untuk melakukan pengangkatan anak dari keluarga kurang
mampu dan sudah memiliki banyak anak, dimana keluarga tersebut masih
termasuk saudaranya AG. Namun, adopsi anaknya dilakukan secara
kekeluargaan saja dan anak tersebut dinasabkan terhadap orang tua yang
mengangkat yaitu Bapak AG dan Ibu M, sehingga didalam akta kelahiran anak
angkatnya tersebut menjadi anak kandung.?

Kedua, pasangan suami istri K dan S mereka mengangkat satu anak laki-
laki yang sebenarnya cucunya sendiri bernama AT. Mereka mengangkat
cucunya tersebut menjadi anak angkat tidak melalui pengadilan dikarenakan
cucunya tersebut berasal dari pernikahan siri anak perempuan dari pasangan
suami K dan S tersebut, sehingga karena cucunya tersebut dirawat oleh

simbahnya sendiri dan agar didalam akta kelahirannya tidak disebut hanya

2AG, Orang yang Mengangkat Anak, diwawancarai oleh Yudhi Pratama, Desa Kaligawe, 5
Februari 2022.



anak ibu, maka dalam akta kelahiran anak itu dinasabkan menjadi anak
kandung pasangan suami istri K dan S yang sebenarnya adalah simbah dari
anak tersebut.’

Ketiga, pasangan suami istri KT dan L yang juga mengangkat anak
perempuan bernama ZAF secara kekeluargaan saja. Mereka mengangkat anak
dikarenakan setelah menikah juga tidak mendapatkan keturunan dan mereka
mendapatkan informasi bahwa ada anak yang ibunya tersebut tidak mampu
merawat anaknya sehingga mereka memutuskan untuk mengangkat anak
tersebut tanpa keputusan secara resmi dari pengadilan dan menasabkan dalam
pencatatan akta kelahiran anak angkatnya tersebut menjadi berstatus anak
kandung.*

Keempat, pasangan suami istri AA dan R yang melakukan pengangkatan
satu anak perempuan yang diberi nama WP tanpa penetapan pengadilan.
Mereka melakukan pengangkat anak dengan alasan setelah lama menikah
pasangan itu belum juga diberikan keturunan atau anak kandung, sehingga
mereka mengangkatan anak agar memiliki keturunan/anak walaupun hanya
anak angkat. Namun dalam pencatatan nasab anak angkatnya tersebut, mereka
mencantumkan nama orang tua angkatnya sehingga dalam akta kelahiran anak
tersebut tertera memiliki hubungan nasab sebagai anak kandung dari orang tua

angkat.®

3 S, Orang yang Mengangkat Anak, diwawancarai oleh Yudhi Pratama, Desa Kaligawe, 5
Februari 2022.

4KT, Orang yang Mengangkat Anak, diwawancarai oleh Yudhi Pratama, Desa Kaligawe, 5
Februari 2022.

>R, Orang yang Mengangkat Anak, diwawancarai oleh Yudhi Pratama, Desa Kaligawe, 6
Februari 2022.



Kelima, pasangan suami istri DA dan T juga melakukan pengangkatan
anak di luar pengadilan dengan mengangkat satu anak laki-laki yang bernama
RJ. Pasangan suami istri tersebut mengangkat anak karena tadinya setelah lama
menikah tidak mendapatkan anak, akhirnya mereka mengangkat anak bernama
RJ tersebut dengan maksud salah satunya dipercayai sebagai anak pancingan
agar pasangan suami istri tersebut bisa memiliki keturunan setelah mengangkat
anak. Tetapi mereka juga menganggap anak angkatnya seperti anak kandung
sehingga didalam akta kelahirannya dinasabkan kepada orang tua angkatnya
tersebut.®

Keenam, pasangan suami istri F dan EY yang mengangkat satu anak laki-
laki yang bernama CA yang dilakukan secara kekeluargaan. Pasangan suami
istri ini sekarang sudah bercerai, mereka mengangkat anak dikarenakan ingin
sekali memiliki keturunan akan tetapi setelah menikah tidak segera hamil,
akhirnya memutuskan untuk mengangkat anak. Kebetulan dulu ada teman dari
mantan istrinya memiliki banyak anak dan saat itu teman mantan istrinya
sebenarnya sudah tidak ingin punya anak lagi, sehingga mereka berniat
mengangkat anaknya setelah lahir. Dan teman dari mantan istrinya pun
memperbolehkan sehinggga mereka melakukan pengangkatan anak.’

Dari fenomena diatas jelas bahwa di tengah masyarakat muslim di Desa
Kaligawe tidak sedikit pelanggaran terhadap hukum Islam dan hukum positif

di Indonesia terkait pengangkatan anak, baik yang berhubungan dengan

6 DA, Orang yang Mengangkat Anak, diwawancarai oleh Yudhi Pratama, Desa Kaligawe, 6
Februari 2022.

" F, Orang yang Mengangkat Anak, diwawancarai oleh Yudhi Pratama, Desa Kaligawe, 4
Februari 2023.



prosedur pengangkatannya yang harusnya melalui penetapan pengadilan dan
kurang diperhatikannya masalah nasab anak angkat. Nasab dari anak adopsi
harusnya tetap wali yang sah/orang tua kandung, namun banyak orang tua
kandung dihapus hubungannya dengan anak angkat. Beberapa dokumen negara
seperti kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah sekolah bahkan buku nikah
ditemukan mencantumkan nama orang tua angkat seakan orang tua kandung.

Mereka semua menyantumkan orangtua angkat dalam dokumen
pemerintah seakan sebagai orang tua kandung tersebut ada yang menyadari
bahwa begitu itu tidak boleh maka mereka menjadikan apa yang tertera dalam
dokumen negara itu hanya sekedar administrasi formal, sedangkan di luar
administrasi tersebut mereka sesungguhnya masih menghubungkan anak
angkat mereka dengan orang tua kandungnya. Misalnya dalam pernikahan
mereka jika anak angkatnya adalah perempuan maka mereka tetap
menggunakan bapak kandungnya untuk menjadi wali, walaupun dalam
dokumen negara bapaknya ditulis nama bapak angkat. Contoh lainnya dalam
kartu keluarga atau akta kelahiran nama bapak angkat yang dicantumkan tapi
saat menikah nanti mereka menggunakan bapak kandung.

Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam menjelaskan terkait anak
adopsi merupakan anak yang dalam hal pengasuhan guna biaya pendidikan,
kebutuhan hidup harian dan lainnya berpindah kewajibannya ke orang tua

angkatnya atas dasar penetapan pengadilan.® Sehingga itu memperlihatkan

8Tim Redaksi Pustaka Yustisia, “UU RI NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam” (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), 119.



bahwa adopsi anak yang dimaksud Kompilasi Hukum Islam sebenarnya harus

melalui penetapan pengadilan dan tidak merubah nasab anak angkat, hanya saja

memindahkan pengasuhan untuk kesejahteraan anak angkat tersebut.

Anak angkat berbeda dengan anak kandung, sehingga anak angkat tidak
boleh dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Larangan mengalihkan nasab
ayah kandung kepada ayah angkat termaktub dalam Pasal 2 Peraturan Menteri
Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Yang
menjelaskan prinsip-prinsip pengangkatan anak, meliputi:

1. Adopsi anak boleh dilakukan hanya guna kepentingan terbaik anak dengan
berdasarkan kebiasaan atau hukum adat serta peraturan-peraturan yang ada.

2. Adopsi anak wajib dilakukan dengan tidak memutus nasab anak terhadap
ayah/ibu kandung dari anak angkat.

3. Antara orang tua angkat dengan anak angkat harus seagama.

4. Jika tidak diketahui mengenai asal-usul anak angkatnya, maka agama anak
angkat itu ditentukan atas dasar kebanyakan agama masyarakat daerah saat
anak ditemukan.

5. Apabila WNA ingin mengangkat anak WNI, maka hanya boleh dilakukan
untuk jalan terakhir.®

Dalam syari’at Islam larangan memutus nasab anak angkat kepada orang
tua kandungnya termaktub pada firman Allah/al-Qur’an dalam surah al-Ahzab

ayat 4 (empat) dan ayat 5 (lima). Pada surah al-Ahzab ayat 4 didalamnya Allah

® Munadi Usman, “Anak Angkat dalam Peraturan di Indonesia”, Journal of Islamic Family
Law 1, no. 1, (2019): 145, http://jurnal.adhkiindonesia.or.id/index.php/ADHKI/article/view/7.



mempertegas bahwa mengangkat anak tidak menjadikan anak yang diangkat
menjadi anak kandung dari bapak dan ibu angkatnya. Di perjelas lagi dalam
ayat selanjutnya yang memerintahkan untuk menisbatkan anak terhadap orang
tua kandungnya yaitu terdapat pada surah al-Ahzab ayat 5.1°Di dalamnya Allah
memerintahkan untuk tetap menisbatkan anak angkat kepada nama bapak/ibu
kandung bukan nama bapak/ibu angkat, karena adopsi anak tidak menjadikan
merubah nasab anak.

Akta kelahiran adalah dokumen negara yang sangat penting. Akta
kelahiran adalah dokumen identitas anak yang menghubungkan asal usulnya
dengan orang tua kandungnya. Akta kelahiran akan mempengaruhi kewajiban
serta hak anak dengan bapak dan ibunya. Maka bagaimana bisa melakukan
pengangkatan anak diluar pengadilan dan membuat akta kelahiran anak angkat
dengan data anak angkat yang tidak sesuai seharusnya menurut hukum,
mengapa ini terjadi, bagaimana bisa terjadi, apakah karena petugas terkait tidak
pernah memberikan sosialisasi atau karena ada ketidakpatuhan masyarakat
terhadap hukum ketika proses pengangkatan anak, atau karena sebab lain, lalu
apa akibat hukumnya baik menurut hukum positif atau menurut hukum Islam.
Pertanyaan ini mendorong penulis untuk meneliti persoalan ini menjadi
penelitian skripsi. Penelitian ini mengambil Desa Kaligawe Kecamatan
Karangdadap Kabupaten Pekalongan sebagai lokasi penelitian, yang

merupakan desa dengan jumlah cukup banyak pasangan yang mengangkat

70.

10 Departemen Agama R.I, “Al-Qur’an dan Terjemahannya” (Semarang: Toha Putera, 1989),



anak di luar pengadilan dan membuat akta kelahiran untuk anak angkat dengan
data yang tidak benar.

Penelitian ini  bertujuan untuk menemukan, menganalisis dan
mengidentifikasi terkait ketidakpatuhan hukum pasangan suami istri muslim
Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan yang
mengangkat anak di luar pengadilan dan proses membuat akta kelahiran anak
angkatnya yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia.
Untuk itu, penulis ini memilih judul penelitian “Ketidakpatuhan Hukum
Masyarakat Muslim Kaligawe Terhadap Pengangkatan Anak di Luar
Pengadilan.”

Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka muncul
masalah-masalah yang diteliti lebih mendalam pada penelitian ini, yakni:

1. Mengapa masyarakat muslim Kaligawe melakukan pengangkatan anak di
luar pengadilan?

2. Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak di luar pengadilan yang
dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Kaligawe?

Tujuan Penelitian

Sehingga tujuan yang bisa dicapai dalam pendalaman penelitian yang
dilakukan ini, yaitu:

1. Untuk menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat muslim

Kaligawe melakukan pengangkatan anak di luar pengadilan.



2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi akibat hukum pengangkatan anak
di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa
Kaligawe.

Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil pendalaman penelitian yang dilakukan penulis ini
diharapkan bisa memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil kajian penelitian ini bisa dijadikan sebagai
sumbangan pemikiran guna memperkaya wawasan keilmuan hukum dan
keagamaan terkait permasalahan pengangkatan anak di luar pengadilan dan
nasab anak angkat dalam akta kelahiran. Disamping itu juga hasil penelitian
ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian
berikutnya baik oleh mahasiswa maupun peneliti yang lainnya.

2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan bahan
informasi untuk masyarakat mengenai larangan pengangkatan anak di luar
pengadilan dan menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat dalam
akta kelahiran, agar menciptakan masyarakat yang patuh terhadap hukum.
Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi
penegak hukum agar melakukan sosialisasi tentang ketentuan hukum
pengangkatan anak dan bagi para aparatur pemerintah yang mengurus
administrasi  kependudukan khususnya akta kelahiran agar dapat
mengevaluasi pendataan akta kelahiran yang sudah dilakukan agar
seterusnya dapat menjamin pembuatan akta kelahiran yang sesuai dengan

ketentuan hukum posiitif dan agama masing-masing.
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E. Kerangka Teoritik
Penelitian ini menggunakan landasan teori dan kerangka konseptual
sebagai berikut:
1. Teori Sistem Hukum

Hukum dalam arti sempit diartikan hanya substansi aturan hukum
belakang. Dalam artian luas, hukum itu adalah suatu sistem satu kesatuan
hukum yang terdiri atas berbagai sub-sub sistem yang lebih dari sekedar
materi atau substansi hukum, karena dalam sistem hukum ada struktur
penegakan dan budaya hukum masyarakatnya.** Hukum dalam arti sistem
hukum terdiri dari sub-sub sistem yang saling terkait antara aturan hukum,
penegakannya dan budaya hukum masyarakatnya. Pelaksanaan hukum yang
baik atau efektif memerlukan kesemua sub sistem hukum itu dapat bekerja
dengan baik.

Untuk meneliti latar belakang masyarakat muslim Desa Kaligawe
melakukan pengangkatan anak di luar pengadilan dan menasabkan orang
tua angkat sebagai orang tua kandung dalam akta kelahiran anak-anak
angkat di lokasi penelitian berkaitan dengan budaya hukum masyarakat dan
penegakannya oleh aparatur pemerintah, yakni berkait dengan dua sub
sistem hukum: budaya hukum dan struktur penegakannya. Maka untuk

menyediakan landasan teori bagi memandu jalanya penelitian dan sebagai

1 Lawrence M. Friedman, “Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, ” (Bandung: Nusa Media,
2011), 5.
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alat analisis data dan fakta yang didapatkan dalam penelitian akan
digunakan teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil
tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni
struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law)
dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat
penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan
dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut
dalam suatu masyarakat.'? Berikut adalah penejelasan lebih rincinya, yaitu:

Teorinya Lawrence Milton Fridman menekankan tiga aspek sistem
hukum yaitu aspek pada kinerja lembaga hukum, substansi hukum serta
budaya hukum dalam kaitannya dengan tingkah laku.® Tiga komponen
berdasarkan Lawrence Milton Fridman kemudian dijelaskan secara lebih
rinci oleh Achmad Ali, yakni:

a. Struktur hukum, adalah semua lembaga hukum yang ada dan lembaga-
lembaganya, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dll.
b. Substansi hukum, ialah semua norma hukum, aturan hukum, asas-asas

hukum, tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

12 _awrence M. Friedman, “Sistem Hukum Perspektif llmu Sosial 7, (Bandung: Nusa Media,
2011), 5.

13 Lawrence M. Friedman, “Hukum Amerika Sebuah Pengantar”, terjemahan Wishnu Basuki
(Jakarta: Tatanusa, 2011), 9.
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c. Kultur hukum, yaitu keyakinan, pendapat, kebiasaan, keyakinan, cara
berpikir dan perilaku warga negara dan aparat penegak hukum mengenai
hukum serta macan-macam fenomena terkait hukum.#

2. Konsep Anak Angkat

Anak angkat berdasarkan “Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No. 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” adalah anak yang haknya dialihkan
dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang
lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan
anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya
berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.'® Sehingga pengangkatan
anak harus melalui penetapan pengadilan dan tidak mengganti nasab anak.
Menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat dilarang dalam hukum
Islam sebagaimana dalam al-Qur’an/firman Allah yang ada dalam surah al-
Ahzab ayat 4 (empat) dan ayat 5 (lima).

Hukum posistif di Indonesia juga mengatur konsep nasab
sebagaimana dijelaskan bahwa seorang anak adopsi harus tetap mengetahui
dan dinasabkan kepada bapak/ibu kandungnya, sehingga orang tua angkat
wajib mengemukakan asal-usul dari anak angkat dengan tetap
mencantumkan nama orang tua kandung bukan nama orang tua angkat

dalam akta kelahiran, sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) dan (2)

14 Tri Astuti Andayani, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi
Seksual berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, Tesis
Magister Hukum (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020), 21,
https://repository.unsri.ac.id/51957/.

15 Rika Saraswati, “Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia” (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2015), 43.
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Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang
pada isinya menjelaskan bahwa: Pertama, semua anak memiliki hak untuk
mengetahui orang tua kandungnya, diasuh dan dibesarkan oleh orang tua
kandungnya. Kedua, apabila keadaan orang tuanya tidak bisa menjamin
kesejahteraan anaknya/anak terlantar, dengan begitu anak itu berhak
diadopsi sebagai anak adopsi oleh orang lain berdasarkan peraturan-
peraturan yang masih berlaku saat ini. Selanjutnya pada Pasal 32 Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat
ketentuan beberapa aturan lain mengenai pengangkatan anak, yang terkait
dengan hubungan nasab, kewajiban sebagai orang tua dan batas waktu dari
pencabutan hak asuh, yakni: Penetapan atau putusan pengadilan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat 3 Undang Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sedikitnya memuat aturan yakni
hubungan nasab anak dengan bapak dan ibu kandungnya itu tidak boleh
terputus, kewajiban bapak dan ibunya guna membiayai kebutuhan hidup
anaknya tidak hilang dan ada waktu sebagai batas pencabutan.

Pada pasal 171 huruf h KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai fikih
yang ada dalam negara Indonesia mengatur tentang anak adopsi menurut
hukum Islam, yang mengemukakan bahwa: “Anak angkat adalah anak yang

dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya

16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak,
LN Nomor 109 Tahun 2002.



14

beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya
berdasarkan putusan pengadilan”.’

Terkait pengangkatan anak juga telah termaktub dalam Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebenarnya memiliki
kesamaan ketentuan dari hukum Islam yang mana tidak diperbolehkan
bertentangan dengan kasus Zaid bin Haritsah. Walaupun hukum Islam
elastis serta berkembang, namun terdapat aturan tetap, maka dari itu
ketentuan-ketentuan yang wajib diperhatikan mengenai penetapan anak
angkat, yakni:!8
a. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama selain dari bapak

kandungnya.
b. Orang tua serta saudara angkat dengan Anak angkat tidak mempunyai
hubungan nasab.
c. Tidak bisa saling mewarisi antara anak angkat terhadap bapak dan ibu
angkatnya.'®
F. Penelitian yang Relevan
Kajian ini dilakukan dengan cara menelaah serta mengkaji beberapa
literatur terdahulu yang memiliki hubungan terkait masalah-masalah yang

dibahas penulis pada sebuah penelitian ini. Kajian penelitian digunakan

17 Departemen Agama RI, “Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam” (Direktorat Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998), 134.

18 Munadi Usman, “Anak Angkat dalam Peraturan di Indonesia”, Journal of Islamic Family
Law 1, no. 1, (2019): 140-141, http://jurnal.adhkiindonesia.or.id/index.php/ADHKI/article/view/7.

19 Munadi Usman, “Anak Angkat dalam Peraturan di Indonesia”, Journal of Islamic Family
Law 1, no. 1, (2019): 140-141, http://jurnal.adhkiindonesia.or.id/index.php/ADHK I/article/view/7.
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sebagai pendukung dan pembanding penelitian yang dilakukan penulis.

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka, peneliti akhirnya menemukan

beberapa literatur yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan masalah

yang diteliti yaitu:

1. Skripsi Khazimah, 2017, yang berjudul “Praktik Adopsi di Desa
Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang”. Penelitian tersebut
dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis
sosiologis. Berdasarkan pembahasan penelitian yang dilakukan Khazimah
menjelaskan tentang praktik adopsi yang terjadi dan sebab adanya adopsi di
Desa Kenconorejo yang tidak mengikuti aturan hukum yang ada.
Pembahasan penelitian dalam skripsi ditemukan pelanggaran adopsi yang
dilakukan dengan tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku yaitu adopsi
dilakukan tanpa melalui prosedur penetapan pengadilan. Adapun dalam
penelitian tersebut ditemukan dua faktor yang mendorong perilaku
masyarakat dalam melakukan pelanggaran hukum yaitu, karena rendahnya
pengetahuan masyarakat terhadap hukum dan tidak adanya komunikasi
hukum yang baik dalam menyampaikan peraturan tentang pengangkatan
anak. Sehingga pada penelitian tersebut hanya lebih mendalami praktik
adopsi yang dilakukan masyarakat desa kenconorejo kecamatan Tulis
kabupaten Batang bukan mengenai latar belakang dan akibat hukum

pengangkatan anak di luar pengadilan.?°

20 Khazimah, “Praktik Adopsi di Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang”,
Skripsi Sarjana Syari’ah (Pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan, 2017).
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2. Skripsi Moh. Mushonef Alfin, 2020, yang berjudul “Kesadaran Hukum
Masyarakat Terhadap Adopsi Anak di Desa Pucung Kecamatan Tirto
Kabupaten Pekalongan”. Pada skripsi tersebut dilakukan dengan jenis
penelitian lapangan. Diketahui hasil yang ditemukan pada skripsi tersebut
ialah terkait kesadaran hukum masyarakat terhadap adopsi anak dan
membahas tentang implikasi yang terjadi apabila masyarakat di desa
Pucung yang diteliti pada skripsi tersebut tidak memiliki kesadaran hukum
tentang adopsi anak dalam hukum positif yang masih rendah. Kemudian
terkait implikasi yang terjadi akibat masyarakat tidak memiliki kesadaran
hukum mengenai adopsi anak vyaitu, tidak memperoleh manfaat yang
dijamin oleh hukum Negara ialah wasiat wajibah, kesalah pahaman antara
halal dan haram, terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya dan
hal lainnya. Maka dari itu, penelitian pada skripsi itu memiliki perbedaan
dengan penelitian yang dilakukan penulis, karena dalam penelitian tersebut
hanya fokus terhadap kesadaran hukum dan implikasinya tentang anak
adopsi tidak membahas mengenai latar belakang dan akibat hukum
pengangkatan anak di luar pengadilan.

3. Skripsi Alimudin, 2015, yang berjudul “Praktak Pengangkatan Anak (Studi
Kasus di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir)”.
Penelitian ini dilaksanakan dengan jenis metode penelitian yakni metode

library research serta metode field research. Dalam skripsi ini menitik

21 Moh. Mushonef Alfin, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Adopsi Anak di Desa
Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”, Skripsi Sarjana Syari’ah (Pekalongan:
Perpustakaan IAIN Pekalongan, 2020).
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beratkan mengenai permasalahan latar belakang, cara pelaksanaan serta
akibat hukum dari praktak adopsi anak di desa Tebedak tersebut. Pada
penelitian tersebut ditemukan hasil penelitian yaitu latar belakang praktak
pengangkatan anak adalah karena setelah lama menikah pasangan suami
istri tersebut ternyata tidak bisa memiliki keturunan (mandul), serta karena
untuk membantu anak yang orang tua kandungnya tidak mampu. Kemudian
cara pengangkatan anak masyarakat disitu dilaksanakan dengan
menggunakan hukum adat daerah tersebut. Sedangkan dampak hukum yang
ditimbulkan adanya pengangkatan anak adalah melanggar ketentuan
perundang-undangan dan hukum Islam. Sehingga jelas bahwa penelitian
yang ada dalam skripsi ini berbeda dengan penelitian yang akan
dilaksanakan oleh penulis, sebab dalam penelitian tersebut hanya membahas
cara-cara adopsi anak saja dan tidak membahas mengenai latar belakang dan
akibat hukum pengangkatan anak di luar pengadilan yang menimbulkan
nasab anak angkat pada akta kelahiran dinasabkan kepada orang tua
angkat.?

4. Skripsi Firman Adhomyufit, 2016, dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak
Anak Adopsi Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus di Desa Batursari
Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)”. Penelitian skripsi tersebut
menggunakan suatu jenis penelitian lapangan serta suatu metode deskriptif

kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian skripsi ini, didalamnya

22 Alimudin, “Praktak Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Desa Tebedak Kecamatan
Payaraman Kabupaten Ogan Ilir)”, Skripsi Sarjana Syari’ah dan Hukum, (Palembang: Perpustakaan
UIN Raden Fatah, 2015), http://eprints.radenfatah.ac.id/563/1/Alimudin_SyarAwhSyak.pdf.
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memecahkan permasalahan mengenai cara pelaksanaan pangangkatan anak
dan pemenuhan terhadap hak anak angkat yang di adopsi tanpa adanya
putusan pengadilan di Desa Batursari tersebut. Dalam skripsi tersebut
ditemukan hasil penelitian bahwa tata cara pengangkatan anak yang
ditemukan penelitian tersebut yaitu berdasarkan adat kebiasaan tanpa
penetapan dari pengadilan. Sedangkan hak-hak anak angkat yang semuanya
terpenuhi adalah hak untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan agama,
pemeliharaan dan perlindungan keadilan. Oleh sebab itu, dapat dilihat
bahwa pembahasan skripsi terdahulu ini lebih mendalami penelitian
mengenai latar cara mengangkat anak serta pemenuhan hak-hak anak angkat
saja, tidak membahas latar belakang dan akibat hukum pengangkatan anak
di luar pengadilan yang menimbulkan nasab anak angkat pada akta
kelahiran dinasabkan kepada orang tua angkat, sehingga berbeda dengan
penelitian yang dilakukan penulis.?

5. Skripsi Nadia Nur Syahidah, 2015, dengan judul “Praktik Pengangkatan
Anak Tanpa Penetapan Pengadilan dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus di
Desa Bantarjati, Klapanunggal, Bogor)”. Pada penelitian skripsi tersebut
digunakan jenis penelitian kualitatif (deskriptif). Hasil penelitian skripsi
tersebut membahas mengenai faktor yang menjadi penyebab masyarakat
melakukan adopsi anak dan dampak hukumnya dari adopsi anak tanpa

petusan pengadilan. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa faktor

BFirman Adhomyufit, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Adopsi Tanpa Penetapan Pengadilan
(Studi Kasus di Desa Batursari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)”, Skripsi Sarjana Syari’ah
(Pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan, 2016).



19

pengangkatan anak oleh masyarakat desa Bantarjati ialah disebabkan dari
pasangan yang tidak segera mempunyai anak, membantu anak
terlantar/yatim piatu, untuk dapat meneruskan keturunan dan lain
sebagainya. Oleh karena itu, terlihat jelas penelitian dalam skripsi ini hanya
fokus terhadap faktor masyarakat mengangkat anak bukan fokus terhadap
latar belakang dan akibat hukum pengangkatan anak di luar pengadilan yang
menimbulkan nasab anak angkat pada akta kelahiran dinasabkan kepada
orang tua angkat.?

Berdasarkan beberapa hasil kajian reverensi diatas, penulis tidak
menemukan penelitian yang titik fokus pembahasannya mengenai
ketidakpatuhan masyarakat terhadap pengangkatan anak di luar pengadilan.
Sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang dituangkan dalam skripsi penulis
jelas berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan.
Dimana dalam penelitian sebelumnya kebanyakan hanya membahas tentang
tata cara, kesadaran hukum, implikasi hukum, dan hak-hak anak angkat saja.
Sedangkan dalam penelitian skripsi penulis memecahkan permasalahan
mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat muslim Desa
Kaligawe melakukan pengangkatan anak di luar pengadilan dan akibat hukum
dari pengangkatan anak di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat

muslim di Desa Kaligawe.

%4Nadia Nur Syahidah, “Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan dan
Dampak Hukumnya (Studi Kasus di Desa Bantarjati, Klapanunggal, Bogor)”, Skripsi Sarjana
Syari’ah  dan  Hukum  (Jakarta: Perpustakaan UIN  Syarif Hidayatullah, 2015),
https://docplayer.info/45977280-Praktik-pengangkatan-anak-tanpa-penetapan-pengadilan-dan-
dampak-hukumnya-studi-kasus-di-desa-bantarjati-klapanuggal-bogor.html.
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G. Metode Penelitian
1. Jenis dan pedekatan Penelitian
Penelitian yang dilakukan penulis ini menggunakan jenis penelitian
yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, yaitu studi hukum yang fokus
perhatiannya pada praktik hukum di tengah masyarakat dan latar belakang
yang mempengaruhi atau dipengaruhinya. Praktik hukum ini datanya digali
melalui field research/lapangan.® Pada penelitian ini data sosiologisnya
yang dicari merupakan praktik masyarakat Desa Kaligawe yang melanggar
norma hukum pada pengangkatan anak dan pencatatan nasab anak angkat
dalam akta kelahiran dan akibatnya baik terhadap aspek hukum maupun non
hukum. Sehingga penulis dapat menemukan fakta-fakta dibalik adanya
praktik pengangkatan anak di luar pengadilan di Desa Kaligawe dan akibat
yang ditimbulkannya.
2. Fokus Penelitian
Penelitian yang dilakukan penulis lebih difokuskan pada tingkat
kebaruan informasi yang didapat berdasarkan situasi sosial dan hukum yang
diteliti, % yaitu meneliti latar belakang terjadinya praktik-praktik
masyarakat muslim di Desa Kaligawe yang mengangkat anak di luar
pengadilan dan akibat hukum pengangkatan anak di luar pengadilan yang

dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Kaligawe.

%5 Aan dan Djam’an Satori, “Metode Penelitian Kualitatif” (Bandung: Alfa Beta, 2010), 101.
% Abdurrohmat Fathohi, “Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi” (Jakarta:
Rineka Cipta, 2011), 105.
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3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kaligawe Kecamatan
Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Desa kaligawe terdiri dari 5 dukuh
dengan total penduduk lebih dari 1500 (seribu lima ratus) orang, sedangkan
letak desa ini diperbatasan antara Kecamatan Karangadadap dan Kecamatan
Talun. Secara keagamaan, di desa ini ada dua agama berbeda yang dipeluk
oleh masyarakat setempat yaitu agama Islam dan agama Kristen. Terkait
tempat pendidikan, di desa ini terdapat satu Sekolah Dasar serta satu TPQ
dan Madrasah saja. Penulis memilih Desa Kaligawe sebagai lokasi
penelitian karena kasus pengangkatan anak di luar pengadilan yang
menimbulkan pencantuman nama orang tua angkat pada akta kelahiran
masih cukup banyak dilakukan oleh masyarakat muslim, padahal praktik
tersebut bertentangan dengan peraturan-peraturan baik hukum Islam
maupun hukum positif yang ditegakkan di Indonesia. Oleh karena itu,
penulis merasa sangat penting untuk melakukan penelitian tentang
ketidakpatuhan hukum masyarakat muslim Desa Kaligawe terhadap
pengangkatan anak di luar pengadilan.

4. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini, untuk menganalisis dan memecahkan

permasalahan penelitian yang sudah dirumuskan penulis menggunakan dua

jenis data, yaitu sebagai berikut:?’

Z'Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 161.
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a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung oleh peneliti
dari sumber pertama. Didalam penelitian ini data primer didapat
langsung berdasarkan sumbernya melalui penelitian lapangan secara
langsung. Adapun sumber data primernya adalah para informan, yaitu
masyarakat muslim di Desa Kaligawe yang telah melakukan praktik
pengangkatan anak di luar pengadilan yang menimbulkan orang tua
angkat dinasabkan sebagai orang tua kandung pada akta kelahiran,
diantaranya pasangan suami istri AG dan M, pasangan suami istri K dan
S, pasangan suami istri KT dan L, pasangan suami istri AA dan R,
pasangan suami istri DA dan T serta Pasangan F dan EY, beserta
perangkat desa/kepala desa/aparatur yang menangani pembuatan akta
kelahiran dan masyarakat sekitar di Desa Kaligawe yang menjadi sumber
utama penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat penulis secara tidak
langsung melainkan melalui dokumentasi baik tertulis, gambar atau film.
Data sekunder merupakan data pendukung yang didapat berdasarkan
pihak lain, diperoleh tidak secara langsung oleh peneliti berdasarkan
objek penelitian.?® Sumber data sekunder adalah dokumentasi seperti

literatur yang telah ada sebelumnya seperti Alquran, buku, skripsi,

28 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 161.
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undang-undang/peraturan adopsi, internet, dan jurnal yang berkaitan
dengan ketentuan hukum nasab, anak angkat, teori-teori sosiologi hukum
terkait nasab anak angkat pada akta kelahiran.
5. Teknik Pengumpulan Informasi dan Data
Guna memperoleh informasi serta data yang diperlukan pada
penelitian ini, penulis menggunakan beberapa cara/teknik yang cukup
menarik, yakni:
a. Teknik Wawancara (interview)

Teknik wawancara ini ialah teknik yang digunakan dalam
megumpulkan informasi dan data dengan cara tanya jawab secara lisan
sehingga berlangsung dengan satu arah, maksudnya pertanyaan diajukan
oleh pihak yang melakukan wawancara sedangkan jawaban diberikan
oleh pihak yang diwawancara.?® Teknik ini digunakan peneliti dalam
pengumpulan data melalui tanya jawab sebagai proses interaksi dan
komunikasi antara peneliti/penulis dengan subjek serta informan guna
memperoleh data dan informasi.*® Teknik wawancara pada penelitian ini
diharapkan bisa memperoleh beberapa keterangan dengan jelas serta
langsung mengenai sebab-sebab atau latar belakang masyarakat muslim
Kaligawe melakukan pengangkatan anak di luar pengadilan dan akibat
hukumnya yang dilakukan masyarakat muslim di Desa Kaligawe. Teknik

penentuan informan atau siapa yang akan diwawancarai pada penelitian

2 Abdurrohmat Fathohi, “Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi” (Jakarta:
Rineka Cipta, 2011), 105.

%Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 161.
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penulis ini menggunakan teknik purposive sampling yakni model
pemilihan informan yang ditentukan kriterianya, yaitu orang-orang yang
terkait langsung dengan data yang diperlukan.®! Dalam penelitian ini,
dimulai dengan wawancara terhadap enam pelaku yang melakukan
praktik pengangkatan anak di luar pengadilan yang menasabkan anak
angkat sebagai anak kandung pada akta kelahiran diantaranya pasangan
suami istri AG dan M, K dan S, KT dan L, AA dan R, DA dan T serta F
dan EY. Kemudian meluas meneliti kepala desa/perangkat desa yang
membuatkan asal surat keterangan lahir anak sebelum diproses menjadi
akta kelahiran, juga meneliti masyarakat sekitar sesuatu keperluan data
sampai dihasilkan kesimpulan yang dipandang cukup akurat.
b. Teknik Observasi

Teknik Observasi adalah suatu cara mengumpulkan informasi dan
data yang dilaksanakan dengan pengamatan disertai beberapa pencatatan
mengenai perilaku atau keadaan suatu objek yang menjadi sasaran.3?
Adapun pada penelitian penulis ini observasi dilakukan dengan
pengamatan secara cermat dan sistematik terutama terhadap akibat
hukum pengangkatan anak di luar pengadilan yang dilakukan oleh
masyarakat muslim di Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap

Kabupaten Pekalongan.

31 Nina Nurdiani, “Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan”, Jurnal Comtech
5, No. 2, (2014), 1114, https://journal.binus.ac.id/index.php/comtech/article/view/2427.

32 Abdurrohmat Fathohi, “Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi” (Jakarta:
Rineka Cipta, 2011), 104.
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c. Teknik Dokumentasi
Secara bahasa dokumentasi bermula berdasarkan kata dokumen,
maksudnya ialah barang-barang tertulis. Pada dasarnya teknik
dokumentasi merupakan cara untuk mencari suatu data sekunder berupa
data tertulis atau foto dan lainnya dengan membaca, mencatat, mengolah
dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, buku-buku yang terkait dengan
pembahasan pada penelitian yang dilakukan penulis.®3
6. Teknik Pengecekan Kredibilitas Informasi dan Data
Pengecekan kredibilitas informasi dan data dilakukan dengan metode
triangulasi sumber dan metode. Teknik triangulasi sumber dilaksanakan
dengan pemeriksaan silang, informasi yang diperoleh dicatat dalam
transkrip, deskripsi data dan klasifikasi sesuai dengan kategori yang dipilih
oleh peneliti, kemudian dianalisis menggunakan konsep dan teori yang
digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan
beberapa pihak yang terlibat dalam praktik pengangkatan anak di luar
pengadilan, diantaranya beberapa pasangan suami istri yang mengangkat
anak, perangkat desa/kepala desa dan masyarakat Desa Kaligawe
Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan yang mengetahui praktik
pengangkatan anak di luar pengadilan.
Metode triangulasi sumber data sekunder merupakan sumber data
yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data

sekunder untuk penelitian ini yaitu dari sumber lain yang mungkin relevan

33 Aan dan Djam’an Satori, “Metode Penelitian Kualitatif” (Bandung: Alfa Beta, 2010), 104.
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dengan penelitian ini, seperti Alquran, buku, skripsi, undang-
undang/peraturan adopsi, internet, dan jurnal yang berkaitan dengan
ketentuan hukum nasab, anak angkat, teori-teori terkait nasab anak angkat
pada akta kelahiran. Teknik triangulasi metode dilakukan dengan
penggalian informasi melalui wawancara dan observasi. Dalam
mengkonfirmasi validitas wawancara melakukannya secara berkala dengan
informan kunci, menganalisisnya, mengevaluasinya dan mengkonfirmasi
validitasnya.®*
7. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data ialah suatu aktivitas pada penelitian yang
berupa melaksanakan telaah atau kajian pada data dengan dibantu oleh
teori-teori yang sebelumnya telah didapatkan.3® Pada penelitian ini, data
yang telah dikumpulkan dan sudah diverifikasi menjadi fakta-fakta itu
selanjutnya dilakukan suatu analisis secara kualitatif dengan metode
induktif. Yang dimaksud fakta-fakta dalam penelitian ini yaitu hasil
wawancara dan observasi mengenai alasan-alasan atau faktor-faktor yang
melatarbelakangi masyarakat muslim di Desa Kaligawe masih banyak yang
melakukan pengangkatan anak di luar pengadilan, dan bagaimana akibat
hukum pengangkatan anak di luar pengadilan yang dilakukan oleh
masyarakat muslim di Desa Kaligawe. Miles dan Huberman menjelaskan

bahwa analisis data kualitatif ialah proses analisis yang dilakukan dengan

3 Toha Anggro, dkk, “Metode Penelitian” (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), 528.
®Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 183.
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beberapa alur suatu aktivitas yang terjadinya secara bersamaan yaitu,

sebagai berikut:®

a. Data Reduction (merangkum data), ialah menentukan data-data khusus
dan memfokuskan kepada beberapa hal yang penting dengan mencari
pola beserta temanya. Adapun saat penelitian, penulis merangkum data
mengenai tema yang berkaitan yakni pengangkatan anak di luar
pengadilan yang meliputi, faktor-faktor yang melatarbelakangi
masyarakat muslim Kaligawe melakukan pengangkatan anak di luar
pengadilan dan akibat hukum dari pengangkatan anak di luar pengadilan
yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Kaligawe.

b. Data Display (menyajikan data), ialah menyajikan data dengan bentuk
sekumpulan informasi tersusun atau uraian singkat yang juga
memberikan adanya kemungkinan sebuah pengambilan serta penarikan
tindakan. Adapun dalam penelitian ini, peneliti memberikan data melalui
suatu informasi yang telah didapatkan yakni tentang pencantuman nama
orang tua angkat pada akta kelahiran, termasuk faktor yang menyebabkan
masyarakat muslim di Desa Kaligawe melakukan praktik pengangkatan
anak di luar pengadilan, serta akibat hukum yang terjadi dari praktik
pengangkatan anak di luar pengadilan yang dilakukan masyarakat
muslim di Desa Kaligawe tersebut.

c¢. Conclusion Drawing (penarikan kesimpulan), ialah suatu analisis data

baik selama maupun sesudah pengumpulan data secara terus menerus

%Sugiyono, “Memahami Penelitian Kualitatif” (Bandung: Alfa Beta, 2014), 62.
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guna memperoleh kesimpulan yang bisa memperlihatkan peristiwa yang
telah terjadi.3” Dalam hal ini penulis mencari data terkait pencantuman
nama orang tua angkat pada akta kelahiran yang dilakukan oleh
masyarakat muslim di Desa Kaligawe agar lebih otentik. Sehingga
setelah melakukan prosedur diatas, maka aktivitas yang paling akhir
yaitu data dari informasi-informasi yang telah diperoleh berdasarkan
penelitian lapangan yang ada selanjutnya disimpulkan.
H. Sistematika Penulisan
Agar lebih mudah dalam menyajikan arahan dan gambaran suatu materi
yang telah ada pada penelitian dengan dituangkan pada skripsi ini, maka
penulis menyusun pembahasan menjadi 5 bab. Kemudian pada tiap-tiap bab
tersebut terdiri dari beberapa sub pembahasan. Maka dari itu, sistematika
pembahasan penelitian yang disusun oleh penulis agar lebih sistematis yaitu:
1. Bab I Pendahuluan, adalah gambaran umum mengenai keseluruhan dari isi
skripsi dengan berisi diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian sebelumnya, landasan
teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.
2. Bab Il Teori sistem hukum dan ketentuan hukum anak angkat, berisi
landasan teori dan kerangka konseptual yang di awali dari pemaparan teori
sistem hukum, diikuti penjelasan ketentuan hukum anak angkat menurut

hukum Islam dan hukum positif.

$7Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif R&D)” (Bandung: Alfa
Beta, 2006), 338.
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3. Bab Il Budaya hukum masyarakat Desa Kaligawe Kecamatan

Karangdadap Kabupaten Pekalongan dalam pengangkatan anak di luar
pengadilan, menjelaskan kondisi sosial masyarakat Desa Kaligawe
Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan meliputi: letak geografis,
kondisi sosial keagamaan, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian.
Kemudian menjelaskan budaya hukum masyarakat Desa Kaligawe
Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan dalam pengangkatan anak
di luar pengadilan meliputi: profil orang tua angkat dan hasil wawancara
mengenai proses pengangkatan anak di luar pengadilan.

. Bab 1V Analisis ketidakpatuhan hukum masyarakat muslim di Desa
Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan terhadap
pengangkatan anak di luar pengadilan, meliputi: latar belakang masyarakat
muslim Kaligawe melakukan pengangkatan anak di luar pengadilan, dan
akibat hukum pengangkatan anak di luar pengadilan oleh masyarakat
muslim di Desa Kaligawe.

. Bab V Penutup, ialah menyajikan mengenai simpulan dengan berdasarkan

hasil penelitian serta saran-saran penulis.



BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang ketidakpatuhan
hukum masyarakat muslim Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap

Kabupaten Pekalongan terhadap pengangkatan anak di luar pengadilan, dapat

ditarik simpulan oleh peneliti yaitu, sebagai berikut:

1. Latar belakang masyarakat muslim di Desa Kaligawe melakukan
pengangkatan anak di luar pengadilan adalah karena faktor-faktor sistem
hukum yang belum berjalan dengan baik, yaitu: pertama, faktor penegakan
hukum oleh aparat dari pemerintahan desa dan dinas terkait yang masih
lemah karena aparat penegak hukum (struktur hukum) tidak memberikan
sosialisasi hukum kepada masyarakat. Kedua, faktor subtansi hukum yang
berkembang di masyarakat Desa Kaligawe berkaitan dengan hukum adat
yang tidak sesuai hukum Islam dan hukum positif menjadi kebiasaan
dimana pengangkatan anak hanya secara kekeluargaan, tidak di melalui
penetapan pengadilan dan diakui sebagai anak kandung dari orang tua
angkat. Ketiga, faktor budaya hukum masyarakat yang masih lemah
karena tingkat kesadaran hukum mereka masih rendah. Dimana 4
pasangan dari 6 pasangan yang diteliti telah memiliki pengetahuan hukum
Islam mengenai larangan mengganti nasab anak angkat kepada selain
orang tua kandungnya, namun mereka tidak mengetahui ketentuan hukum

positif tentang pengangkatan anak harus melalui pengadilan. Sedangkan 2
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pasangan lainnya tidak memiliki pengetahuan hukum baik hukum Islam
maupun hukum positif. Perilaku hukum mereka semua melanggar hukum
Islam maupun hukum positif sehingga dapat diketahui bahwa kesadaran
hukum mereka lemah. Mereka yang tidak mengetahui hukum berperilaku
hukum hanya berdasarkan pengetahuan dari masyarakat saja, yaitu sebatas
yang diperoleh dari hasil interaksi mereka dengan lingkungannya. Mereka
menjadikan pola pikir (mind), konsep diri (self) dan masyarakat (society)
sebagai pemahaman yang memandu perilakunya bahwa perilaku
mengangkat anak di luar pengadilan dan mencantumkan nama orang tua
angkat sebagai orang tua kandung dalam akta kelahiran bukanlah suatu hal
yang negatif, karena perilaku tersebut telah berkembang menjadi
kebiasaan sehingga dianggap sudah wajar dan bukan menjadi suatu
pelanggaran terhadap hukum baik hukum Islam maupun hukum positif
yang ada di Indonesia.

. Akibat hukum dari pengangkatan anak di luar pengadilan yang dilakukan
oleh masyarakat muslim di Desa Kaligwe adalah: pertama, akibat hukum
yang ditimbulkan kepada anak angkat yaitu anak angkat tidak mengetahui
asal usul dirinya, kedudukan anak angkat secara administratif menjadi
anak kandung dari orang tua angkat, anak angkat berpotensi menjadi ahli
waris orang tua angkat, anak angkat dikhawatirkan setelah dewasa
diperlakukan sebagai mahram orang tua angkat dan terputusnya hubungan
hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung. Kedua, akibat

hukum yang ditimbulkan kepada orang tua kandung yaitu mengakibatkan
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kekuasaan orang tua kandung terhadap anaknya menjadi hilang dan orang
tua kandung berpotensi tidak lagi memiliki hak pernasaban, perwalian
serta kewarisan. Ketiga, akibat hukum yang ditimbulkan kepada orang tua
angkat yaitu orang tua angkat tidak memiliki legalitas pengangkatan anak
dan mengakibatkan orang tua angkat berpotensi memiliki hak pernasaban,
perwalian dan kewarisan yang dilarang keras dalam hukum Islam dan

hukum positif di Indonesia.

B. Saran

Dari uraian simpulan diatas, berhubungan dengan adanya penelitian pada
penulisan skripsi yang telah dilakukan. Peneliti menyarankan yaitu
diharapakan penelitian ini bisa memberikan suatu sumbangan pemikiran yang
dapat mengembangkan ilmu hukum dibidang hukum keluarga Islam khususnya
hukum pengangkatan anak terkaitan teori tentang penegakan hukum
pencantuman nasab anak angkat pada administrasi anak angkat. Sehingga bisa
menjadi pondasi teoritis yang dapat dikembangkan oleh akademisi hukum.

Secara praktis hasil penelitian ini ditujukan untuk menjawab suatu isu-
isu hukum yang bisa memberikan manfaat pada pelaksanaan ketentuan hukum
pengangkatan anak dan prosedur pembuatan akta kelahiran anak angkat.
Sedangkan secara spesifik riset ini ditujukan kepada penegak hukum agar
menegakkan hukum dengan baik dan memberikan sosialisasi kepada
masyarakat tentang ketentuan hukum pengangkatan anak dan administrasi

anak angkat yang sesuai dengan hukum. Kemudian ditujukan juga kepada
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masyarakat yang akan melakukan pengangkatan anak diharapkan agar
mengetahui terlebih dahulu tentang ketentuan hukum pengangkatan anak dan
prosedur administrasi anak angkat terkait nasab anak angkat yang telah diatur
dengan lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
Sehingga dikemudian hari tercipta masyarakat yang patuh hukum dan tindakan
yang dilakukan tidak menimbulkan akibat hukum kepada anak angkat serta

orang-orang lain yang terlibat.
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